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BAB IV 

PANDANGAN HUKUM ISLAM MENGENAI 

PERLINDUNGAN TRANSAKSI DALAM SISTEM PRE-

ORDER AKIBAT PEMBATALAN SEPIHAK OLEH 

KONSUMEN 

 

1. Praktik Jual Beli Online Dengan Sitem Pre-Order 

Melalui Akun Instagram @Inaa_Hijab 

Dalam dunia perdagangan istilah Pre-order ini sudah 

tidak asing lagi dimana pre-order adalah sistem dimana 

memesan barang kepada produsen dan kemudian uang 

diserahkan di akhir sesuai dengan kesepakatan kedua 

belah pihak. 

a. Tahap-tahap pemesanan dan transaksi melalui akun 

Instagram @Inaa_Hijab 

1). Tahap awal yaitu pemesanan setiap barang baru 

akan selalu di update langsung di Instagram @Inaa_Hijab 

dengan detail deskripsi dari mulai bahan sampai dengan 

harga yang tertera. 

2). Setiap mendapatkan DM atau (Direct Message) 

owner dari akun Instagram @Inaa_Hijab sendiri langsung 

mengecek sendiri setelah barang yang diinginkan pembeli 

ternyata masih ada stok nya di toko langsung di 

konfirmasikan ke pembeli, akan tetapi jika produk yang 

diinginkan ternyata kosong maka segera di adakan PO 

(Pre-Order). 
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3). Jika transaksi jadi, maka wajib si penjual meminta 

data diri serta alamat yang akan yang lengkap untuk 

memastikannya, serta detail barang yang diinginkan. 

4). Setelah kesepakatan itu terjadi, maka sistem 

pembayaran pun dilakukan dengan cara transfer melalui 

akun bank yang tersedia. Nah pada tahap ini kedua belah 

pihak sepakat dengan cara pembayaran di awal yang 

dimana uang tersebut ditransfer terlebih dahulu ke nomor 

rekening si penjual, atapun di akhir ketika barang tersebut 

sudah di terima oleh si pembeli. 

Dalam praktiknya akad yang dilakukan oleh akun 

@Inaa_hijab ini melakukan akad dengan dua cara yaitu 

dengan cara melalui offline dan online. Akad secara 

offline dari maksud akad ini artinya jual beli langsung 

dengan bertemu dengan si pemilik toko atau si penjual 

dengan sama – sama melakukan akad ijab kabul secara 

langsung. Sementara itu akad secara online yaitu melalui 

tulisan media sosial seperti whatsapp, DM (direct 

messege) atau pesan melalui aplikasi instagram. Akad ini 

tidak bertemu langsung antara kedua belah pihak dan 

pernyatan ijab kabul bisa dilakuakan secara tertulis 

sehingga kedua belah pihak sama – sama memahami isi 

dari pesan tersebut. 

Beberapa transaksi online dilakukan juga memiliki 

bentuk yang berbeda-beda sesuai keinginan pihak 
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konsumen begitu pula dengan sistem pembayaran yang 

akan dilakukan baik oleh pihak penjual ataupun pembeli, 

memungkinkan pembeli memilih atau menyesuaiknya 

pembayaran di awal atau di akhir sesuai dengan keadaan 

keuangan si pembeli pada model kasus ini sebagian pihak 

konsumen memilih untuk pre-order atau PO terlebih 

dahulu. Dalam transaksi Pre-Order ini, yang menjadi 

pihak ketiga dalam transaksi jual beli yaitu jasa pengantar 

barang yaitu berupa kurir atau yang menjadi kuasa untuk 

menyerahkan barang kepada pihak peembeli. 

Selain itu juga menurut pihak @Inaa_Hijab ada 

sebagian dari pihak konsumen yang meminta untuk Pre-

Order barang, dengan melalui kesepakatan antara kedua 

belah pihak setelah dikonfirmasi barang tersebut akan 

segera di kirimkan melalui jasas kurir setelahnya 

menunggu beberapa hari, setelah sampainya barang 

tersebut kepada pihak konsumen dengan tiba-tibanya 

mengembalikan kembali kepada pihak produsennya 

(@Inaa_Hijab)
1
. 

Adapun yang menarik dari jual beli online ini 

memudahkan kita dalam melakukan transaksi selain itu 

juga tenpat untuk melakukan transaksi jual beli online 

yaitu: 

 

                                                             
1 Apriani, Pemilik Akun Instagram @Inaa_Hijab, wawancara 12 Juni 

2021 Pukul 10:00 
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a. Marketplace 

Marketplace merupakan situs online yang 

menyediakan tempat bagi pelaku usaha yang ingin 

berbisnis online. Melalui ini (marketplace) para pembeli 

dapat menemukan barang yang mereka inginkan. Pihak 

marketplace akan menampilkan produk yang dicari, 

pembeli bisa memilih dan melakukan perbandingan dari 

segi harga, kualitas dan lain sebagainya. Contoh dari 

marketplace yaitu Tokopedia dan Bukalapak. 

Matsura menjelaskan bahwa marketplace merupakan 

jaringan global komerial yang didukung oleh internet 

dalam bentuk lain telekomunikasi modern. Dengan kata 

lain marketplace prantara antara penjual dan pembeli
2
. 

b. Media sosial  

Seperti yang kita bahas pada kali ini jual beli online 

melalui media sosial yang cukup efektif dilakukan oleh 

kaum muda seperti Facebook, Whatsapp dan Instagram 

pada kesempatan kali ini yang akan dibahas oleh penulis 

yaitu jual beli online melalui aplikasi Instagram 

Jadi yang dapat disimpulkan oleh penulis 

bahwasannya pre-order di akun Instagram @Inaa_Hijab 

ini adalah sistem dimana pembayaran yang bisa dilakukan 

di akhir dengan kesepakatan yang dilakukan kedua belah 

pihak, dalam kasus yang telah terjadi di akun Instagram 

                                                             
2 Desy Wijaya, Market Place, (Yogyakarta: Laksana 2020), h. 20. 
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@Inaa_Hijab ini ada sebagian konsumen yang tanpa 

dengan adanya alasan membatalkan pesannan sepihak hal 

ini sangat merugikan pelaku usaha sehingga perlu dikaji 

lagi lebih mendalam bagaimana perlindungan hukum 

yang didapatkan oleh pelaku usaha ini yang akan di bahas 

pada halaman berikutnya. 

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaku Usaha 

Ketika Terjadi Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen 

Dalam bisnis Islam transaksi jual beli online saat ini 

sangat di gandrungi oleh kaum muda maupun tua, pada 

era kekinian berbagai model dan mekanisme pembayaran 

pun bisa di lakukan melalui smartphone atau transaksi 

antar bank, saat ini jarang  di lakukan face to face atau 

tatap muka apalagi di era pandemi covid 19 seperti 

sekarang ini. 

Barang yang ditawarkan oleh akun Instagram 

@Inaa_Hijab menjual berbagai macam dari mulai gamis, 

kerudung, ciput atau bandana, dan masih banyak lagi. 

Berdasarkan data yang di peroleh dari narasumber 

sebagian konsumen menginginkan barang dagangannya 

tersebut dengan cara pembayaran di akhir setelah barang 

di kirim. Adapun alasan mengapa lebih memilih 

pembayaran di akhir karena: 

a. Tidak cukup memiliki uang berlebih atau 

budget ketika ingin membeli barang yang 
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sesuai keinginan sehingga pembayaran di 

lakukan di akhir. 

b. Pihak pembeli memilki keluasan untuk 

memesan barang yang di inginkan sesuai 

dengan pesanannya. 

Jual beli diatur oleh hukum syariah dalam bab 

yang dinamakan mua’malah. Yang dimaksud dengan 

muamalah yaitu tukar menukar barang atau sesuatu yan 

bisa diambil manfaatnya
3
. Jual beli selain sarana untuk 

mencari rezeki al-Qur’an juga menyebutkan bahwa 

apabila telah berhentinya praktek jual beli di dunia maka 

hal tersebut merupakan tanda-tanda  berakhirnya dunia
4
. 

Sebagaimana firman Allah yang berbunyi: 
 

ٍَ أيُىُأأَفقىأيًارَسقُكى يٍ قبم أٌ يأتي يىو لأ يبعُ فِيهِ  ياَيها اانذي

 ٌَ ى ًُ ٌَ هى انظه  .ولا حهةٌ ولاشَفعةٌ ونكفزُو

“Hai orang-orang yang beriman, infakkan 

sebagian rezeki yang telah Kami berikan kepadamu 

sebelum hari yang ketika ini tidak ada lagi jual beli, 

persahabatan dan syafaat. Orang-orang kafir itu adalah 

orang-orang zalim”.(Q.S. Al- Baqarah : 254). 

Dalam Islam akad adalah unsur terpenting dalam 

melakukan transaksi karena mengikat antara kedua belah 

                                                             
3 Muhammad Rizqi Ramadhon, Jual Beli Online Menurut Madzhab 

Asy-Syafi’i (Jawa Barat: Pustaka Cipasang, 2015), h. 17. 
4 Muhammad Rizqi Ramadhon, Jual Beli Online Menurut Madzhab 

Asy-Syafi’i  h. 11. 
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pihak, karena dalam akad akan bertemunya suatu ijab 

yang dimana ijab menurut Imam Hanafi adalah 

menetapkan perbuatan yang khusus menunjukan kerelaan, 

yang pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad
5
. 

Akan tetapi setelah melakukan kesepakatan kedua belah 

pihak salah satu dari pihak tersebut (konsumen) 

membatalkan pesanannya dengan beberapa alasannya  

yang tidak jelas. 

Jika ingin melakukan pembatalan harus ada 

kesepakatan kedua belah pihak yang dapat diterima dasar 

pembatalan akad terdapat dalam syarat sah umum dari 

perjanjian yaitu: 

Walaupun masyarakat mempunyai suatu 

kebebasan dalam membuat sutau perjanjian, namun hal ini 

tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang sebab 

selain tidak bertentangan dengan norma-norma, 

keputusan, kesusilaan dan ketertiban umum, perjanjian itu 

juga harus mengandung unsur-unsur dari syarat sah suatu 

perjanjian. 

Dalam Perspektif hukum positif tentang syarat sah 

perjanjian, Pasal 1320 KUHPerdata mengatur yaitu: 

 

 

 

                                                             
5
 Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, Fikih Muamalah Teori 

dan Impementasi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h.123. 
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a. Kesepakatan 

Dengan diperlakukannya kata sepakat 

mengadakan perjanjian, maka berarti kedua 

belah pihak haruslah mempunyai kebebasan 

kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu 

tekanan yang mengakibatkan adanya cacat 

bagi perwujudan kehendak tersebut
6
. 

b. Kecakapan 

Kecakapan adalah adanya kecakapan  untuk 

membuat suatu perjanjian. 

c. Suatu hal tertentu 

Suatu hal tertentu berkaitan dengan objek 

perjanjian (Pasal 1332 sampai dengan Pasal 

1334 KUHPerdata).objek perjanjian dapat 

dikategorikan sebagai berikut: 

1. Objek yang akan ada yaitu: dapat 

ditentukan jenis dan dapat dihitung. 

2. Objek yang dapat diperdagangkan (barang-

barang yang dapat dipergunakan untuk 

kepentingan umum tidak dapat dijadikan 

objek perjanjia) 
7
. 

                                                             
6 Mariam Darus Badrusalam, Sutan Renny Sjahdeini, Heru 

Soepraptomo, Faturrahman Djamal, dan Tryana Soenandar, Kompilasi Hukum 

Perikatan, (Jakarta:Citra Aditya Bakti, 2001, h. 73. 
7  Mariam Darus Badrusalam, KUHPERDATA BUKU III, Alumni 

Bandung, 2006, h. 104. 



 65 

d. Suatu sebab yang halal, sesuatu sebab yang 

tidak halal yaitu adalah sebab yang dilarang 

oleh undang undang 

Syarat di atas pada butir a dan b merupakan syarat 

subjektif yang apabila syarat ini tidak terpenuhi maka 

perjanjian dapat dibatalkan. Pihak yang dapat diminta 

pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak 

yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas, dengan 

demikian perjanjian itu tetap mengikat sepanjang tidak 

dibatalkan melalui pengadilan. 

Selanjutnya butir c dan d, disebut dengan syarat 

objektif berkaitan dengan hal itu dengan syarat yang harus 

dipenuhi oleh para pihak maka perjanjian itu akan batal 

demi hukum maka, sejak semula tidak pernah dilahitkan 

suatu perjanjian dan tidak pernah ada perikatan, oleh 

karena itu tidak pernah dianggap ada, maka segala sesuatu 

yang telah dilakukan atas dasar perjanjian itu, harus 

dikembalikan ke dalam kondisi yang bebas
8
. 

Perspektif dalam hukum positif mengenai hal di 

atas yang berkaitan dengan syarat subjektif dan objektif 

itu penting artinya berkenaan dengan akibat yang terjadi 

apabila persyaratan itu tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi 

syarat subjektif mengakibtakan perjanjian tersebut 

merupakan perjanjian yang dapat dimintakan 

                                                             
8
 Samuel M.P Hutabarat, Penawaran dan Penerimaan Dalam Hukum 

Perjanjian, h. 34-35. 
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pembatalannya. Pihak di sini yang dimaksud adalah pihak 

yang tidak cakap menurut hukum dan pihak yang 

memberikan perizinannya atau menyetujui perjanjian itu 

secara tidak bebas. Dan apabila syarat objektif tidak 

terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya 

tujuan dari pihak yang mengadakan perjanjian tersebut 

untuk melahirkan suatu perikatan hkum gagal. Maka tiada 

dasar dari suatu perjanjian saling menuntut di depan 

hakim. Sah atau tidaknya kuasa dari suatu perjanjian 

ditentukan saat perjanjian itu dibuat
9
. 

Alhasil ini sangat merugikan pihak dari si penjual 

yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi yang di 

lakukan pihak konsumen terhadap pelaku usaha yang hal 

ini kerap dialami bagi pelaku usaha yang masih merintis 

usahnya sehingga melanggar perjanjian kontrak dalam 

jual beli yang dimana diharapkan bahwa perjanjian jual 

beli ini harus memenuhi kewajiban antara kedua belah 

pihak. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hukum asal 

dari akad adalah keharusan melaksanakan, oleh karena itu 

harus ada ijab dan qabul (serah terima). Dalam aturan 

bermuamalah perbuatan yang dilakukan pembeli dalam 

sistem pre-order ini adalah perbuatan Fasakh, Fasakh 

yaitu adakalanya dilakukan oleh dua orang yang berakad 

                                                             
9 Mutiara Awaliyah, Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif 

Tentang Perjanjian dan Tanggung Jawab Kerugian Dalam Sistem Borongan 

Pembuatan Rumah (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung, 2018), h. 56-57. 



 67 

dengan kerelaan keduanya dan tanpa kerelaan. Dalam 

akad yang tidak mempunyai konsekuensi hukum (tidak 

mengikat), maka ada khiyar fasakh pada dua orang yang 

berakad
10

. Oleh karena itu ketika ingin melakukan 

pembatalan akad dalam transaksi harus ada alasan-alasan 

tertentu yang bisa diterima baik oleh kedua belah pihak. 

Dimana di dalam suatu jual beli itu adanya 

perjanjian yang saling mengikat antara pembeli dan 

penjual menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa 

dimana ada sesorang yang berjanji kepada yang lain dan 

saling mengikat untuk melaksanakan suatu hal. Dalm hal 

ini timbullah suatu hubungan antara keduanya, perjanjian 

merupakan suatu perikatan yang mengandung janji-janji 

kesanggupan diucapkan dan ditulis
11

. 

Pada prakteknya jual beli online ini belum 

ditemukan pada zaman Rasulullah, tabi’in, dan tabi’t dan 

tabi’in. Praktek ini juga tidak ditemukan dasar hukumnya 

secara spesifik dalam kitab-kitab ulama empat mazhab, 

hal ini sangat diwajari karena ini hal baru dengan cara 

memanfaatkan teknologi jaringan internet yang sama 

sekali belum ada pada masa itu, walapun jual beli online 

ini hal yang baru, setidaknya dasar hukumnya bisa dikaji 

dengan dua pendekatan yaitu: 

                                                             
10

 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu, jilid 4 (Depok: 

Gema Insani), h. 595. 
11

 Subekti, Hukum Perjanjian, cet 19 (Jakarta: Intermasa 2001), h. 1. 
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1. Pendekatan melalui kajian akad muamalah yang 

mendekati praktek jual beli online, walapun begitu 

ada beberapa akad muamalah yang bisa dijadikan 

dasar hukum karena memilki kemiripan antara 

teori dan prakteknya. Dengan praktenya pada 

pendekatan ini menggunakan akad salam yang 

dimana secara istilah fiqh, akad salam yaitu 

sesuatu yang spesifiknya telah jelas dan 

penyerahan barang diberlakukan penangguhan 

(tidak secara langsung). Yang dimana pada 

prinsipnya rukun jual beli yaitu ijab dan qabul 

(menurut imam Hanafi). 

2. Kedua, menggunakan pendekatan melalui kajian 

kaidah fiqh, ushul fiqh, dan maqasid al-syariah
12

. 

a. Pendekatan melalui kajian kaidah ushul fiqh 

yaitu: salah satu kaidah yang dirumuskan 

ulama dalam menetapkan ketentuan hukum. 

Sering juga dinamakan qaidah lughawiyah 

(kaidah keabsahan), dinamakan demikian, 

karena obyek kajiannya adalah teks, teks mana 

meniscayakan analisis linguistik, aspek-aspek 

linguistik ini menjadi pertimbangan dasar 

dalam proses penemuan hukum (istinbath). 

                                                             
12

 Holilur Rahman, Hukum Jual Beli Online Pendekatan Fiqh 

Muamalah, Kaidah Fiqh, Ushul Fiqh, Maqasid al-Syariah, Bahsul Masa’il 

NU, Fatwa DSN-MUI, (Duta Media Publishing 2020), h. 19. 
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Sebab, sumber hukum (al-Quran dan hadist) 

juga menggunakan bahasa sebagai media 

komunikasinya. Oleh karena itu, analisis 

bahasa adalah bagian integral dalam proses 

istinbath. Adapun kaidah ushul fiqh yaitu: 

لْاَ صْمُ فىِ ألَايْزِنهىُجىب ََ  

“Perintah itu pada dasarnya wajib”. 

Maksudnya pada kaidah ini 

menegaskan bahwa perintah menunjukan 

wajib karena itu meniscayakan untuk 

dilakukan dengan segera, kecuali ada dalil lain 

yang menunjukan kebalikannya. Itu berarti, 

perintah tidak selalu bermakna wajib ia bisa 

bermakna anjuran, boleh, petunjuk, dan lain 

sebagainya. 

b. Pendekatan melalui kajian kaidah fiqh. Bila 

kaidah ushul fiqh adalah kaidah ulama ushul, 

maka kaidah fiqiyyah adalah hasil rumusan 

ulama fikih. Sedangkan kaidah fiqh lebih 

bersifat spesifik (juz’i). Ia merupakan 

petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk 

teknis dari kaidah ushuliyyah. Objek kajian 

qaidah fiqih adalah perbuatan mukallaf yang 

di dalamnya merupakan sekumpulan kaidah 
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yang mengikat masalah satu sama lain dalam 

satu ikatan. Adapun kaidahnya: 

 َ قاَ صَدِ ها ًَ  الَايُُزُ بِ

 “Segala persoalan tergantung tujuannya” 

Sumber kaidah ini adalah hadist Nabi 

Muhammad Saw, yaitu: 

ا لُ باِنُِّيَّا ت ًَ  اًََِاَ الْاع

”Sesungguhnya nilai setiap perbuatan  itu 

tergantung kepada niat”. 

Hadist ini menegaskan pentingnya niat 

dalam setiap aktivitas. Dan aktivitas yang 

bernilai adalah yang didasarkan niat karena 

Allah Swt 
13

. 

c. Pendekatan melalui maqasid al-syariah yaitu 

tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar 

mencapai kemaslahatan, sehingga tujuan umat 

Islam melakukan hukum dan tidak melenceng 

dari syariah.  

Ada tiga cara menurut  Ibn Asyur 

untuk dapat mengetahui metode penemuan 

maqasid syariah: 

1. Melalui istiqra  mengkaji dari semua 

aspek dan ini ada dua macam: 

                                                             
13

   Sofyan, Zulkarnain Suleman, Ushul Fiqh Dari Nalar Kreatif 

Menuju Nalar Progresif, (Malang: PT . Citra Intrans Selaras 2020), h. 70-75. 
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a. Mengkaji dan meneliti semua hukum 

yang diketahui illat nya. Sehingga akan 

diketahui illat nya. Sebagai contoh yaitu 

larangan membeli barang yang sudah 

dipesan oleh orang lain terlebih dahulu. 

Atau menawar barang yang sudah ditawar 

oleh orang lain, illat dari larangan itu 

adalah keserakahan dengan  menghalangi 

kepentingan orang lain. 

b. Meneliti dalil-dalil hukum yang sama illat 

nya. Seperti halnya perintah untuk 

membebaskan dan memerdekakan budak 

salah satu maqasid syariah adalah adanya 

kebebasan. 

2. Adanya dalil-dalil al-Qur’an yang jelas dan 

tegas dalalahnya (penunjukan akad pada 

suatu makna) kemungkinan kecil 

mengartikannya bukan pada makna zahirnya. 

3. Dalil-dalil sunah yang mutawatir, baik secara 

maknawi atau amali. 

Maqasid syariah tidak saja menjadi faktor 

yang paling menentukan dalam melahirkan 

produk-produk ekonomi syariah yang dapat 

berperan ganda. Maqasid syariah dapat 

memberikan dimensi filosofis dan rasional 
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terhadap produk-produk hukum ekonomi 

Islam yang dilahirkan dalam aktifiitas ijtihad 

ekonomi syariah kontemporer. Tanpa 

maqasid syari’ah, maka semua pemahaman 

mengenai ekonomi syar’iah, keuangan 

perbankan syar’iah dan lain sebagainya akan 

sempit dan kaku 
14

. 

Menurut al-Khadimiy, walaupun terdapat 

banyak ayat-ayat al-Qur’an dan Hadist Nabi 

Saw dan sulit untuk memilah-milahnya, ada 

sebagain ulama yang menjadikan ayat-ayat 

dan Hadist tertentu sebagai pijakan hukum 

untuk maqasid al-syariah ayat-ayat yang 

dimaksud diantarany: 

  ويا جعم عهيكى في نهذيٍ يٍ حزج

”Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk 

kamu dalam agama sesuatu kesempatan”. 

(Q.S. Al-Hajj[22]:78). 

ايز يد الله أٌ يخففّ عُكى وخهق الآَسا ٌ ضعيف . 

“Allah hendak memberikan keringanan 

kepadamu dan manusia dijadikan bersifat 

lemah”. (Q.S An-Nissa [4]:28) 
15

. 

                                                             
14 Moh Mufid, Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer 

Dari Teori Ke Aplikasi, (Jakarta: Prenamedia Group 2016), h. 187. 
15 Busyro, Maqasid al-Syariah, (Jakarta: Kencana Prenadamedia 

Group, 2019), h.  15-16. 



 73 

Berkaitan dengan akad salam ada bebarapa syarat 

yang harus dipenuhi yaitu: 

a. Syarat yang bekaitan dengan modal dimana dalam 

akad salam ini harus jelas jenisnya, sifat serta 

kualitasnya dan juga dan harus ditentukan sesuai 

waktu yang telah ditentukan. 

b. Syarat yang berkaitan dengan barang yang 

dipesan. Objek dari akad jual beli salam ini harus 

jelas jenis, sifat serta kualitas barang tersebut, dan 

kadar barang tersebut juga harus jelas, tidak 

adanya barter sehingga tidak akan terjadinya riba 

fadhl, penyerahan barang diberikan setelah 

pembayaran pada terjadinya akad (tidak 

bersamaan)
16

. 

Menurut Ulama Malikiyah, Hanafiyah dan 

Hanabilah jula beli salam ini barang harus diserahkan 

kemudian sesuai dengan kesepakatan awal, namun Ulama 

Syafi’iyah berbeda pendapat bahwa barang dapat di 

serahkan ketika pada saat akad terjadi. Dilihat dari segi 

logikanya lebih tepat pendapat pertama karena pada 

dasarnya yang namanya barng pesanan, biasanya barabg 

diserahkan kemudian. Apabila rukun dan syarat telah 

dipenuhi maka jual beli salam ini dikatakan sah dan pihak 

masing-masing telah memenuhi kesepakatan berasama
17

.  

                                                             
16

 Holilur Rahman, Hukum Jual Beli Online, h. 23-24 
17

 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: 

PT Rajagrapindo Persada 2004), h. 146. 
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Dalam transaksi salam barang harus ada pada 

waktu yang telah ditentukan, walapun demikian barang 

tersebut tidak ada ditangan penjual selama barang tersebut 

diketahui oleh penjual dan itu diperbolehkan dalam Islam 

maka jual beli tersebut bukan jual beli gharar, dimana 

gharar ini adalah suatu akad yang mengandung penipuan 

karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak 

adanya objek akad
18

.  

Dalam akad salam, harga barang pesanan yang 

sudah disepakati oleh kedua belah pihak tidak dapat 

berubah selama jangka waktu akad. Apabila barang yang 

dikirim tidak sesuai dengan pesanan si pembeli dan sesuai 

dengan ketentun awal maka pembeli boleh melakukan 

khiyar atau melanjutkan pesanannya, apabila si pembeli 

menerima dan melanjutkan sedangkan kualitasnya rendah 

dan tidak sesuai di awal  tidak boleh mengurangi harga 

karena itu sudah ada dalam kesepakatan sebelumnya 

begitupun sebaliknya, jika kualitas tinggi penjual tidak 

dapat meminta tambahan harga dan tidak boleh mengakui 

keuntungan, karena jika mengakui keuntungan tersebut 

dapat dipersamakan dengan riba
19

. 

Menurut Aprina selaku owner atau pemilik akun 

Instagram @Inaa_Hijab kasus yang pernah ia tangani 

ketika terjadi pembatalan sepihak terjadi pada tanggal 6 

Maret 2018 salah satu konsumen atau pemilik akun 

                                                             
18

 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, h. 147. 
19

 Heri, Akuntansi Syariah, (Jakarta: PT Grasindo, 2018), h.55. 
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bernama @hxnbey_bee melakukan pembelian sebuah 

baju gamis satu set lengkap dengan hijabnya dengan harga 

di awal 165.000 akan tetapi konumen menawar harganya 

menjadi Rp. 150.000, setelah terjadi transaksi dan 

kesepakatan antara kedua belah pihak. Pihak dari 

@Inaa_Hijab menginformasikan dan meminta data diri 

lengkap untuk bisa mengirimkannya. Setelah itu, barang 

diserahkan ke pihak kurir atau jasa pengantar dan estimasi 

diperkirakan sampai satu minggu. Akan tetapi ditengah 

perjalanan pihak dari konsumen @hxnbey_bee 

menginformasikan kembali kepada @Inaa_Hijab 

bahwasannya ia membatalkan pesanan tersebut dengan 

alasan yang disampaikan bahwasanya konsumen tidak 

memilki uang untuk membayar. Sesampainya barang 

dipihak konsumen, pihak pembeli atau konsumen 

menginformasikan kembali bahwa ia akan 

mengembalikan barang tersebut. Setelah terjadi 

perdebatan yang sangat lama akhirnya pihak dari 

@Inaa_hijab menerima barang tersebut dengan syarat 

ketika akun dari @hxnbey_bee melakukan pemesanan 

kembali tidak akan diterima dan jasa ongkos kirim 

pengembalian produk ditanggung sepenuhnya oleh akun 

@hxnbey_bee. Dan setelah kejadian tersebut pihak dari 

@Inaa_hijab lebih berhati-hati lagi dalam menerima 

konsumen
20

. 

                                                             
20

 Apriani, Pemilik Akun Instagram @Inaa_Hijab wawancara 17 
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Dari contoh kasus di atas bahwasanya pembatalan 

jual beli dalam fiqh termasuk dalam kategori Khiyar 

Ghabn Tanajush yang dimana Ghabn Tanajush ini 

menawar harga dari si penjual tetapi tidak niat untuk 

membeli dan niatnya hanya untuk menipu. 

Sedangkan jual beli online ini sama halnya dengan 

jual beli seperti yang dilakukan secara langsung yang 

dimana memiliki akad yang saling mengikat kedua belah 

pihak dan juga syarat sah jual beli. Dalam penjelasan di 

atas dapat di simpulkan oleh penulis bahwasannya 

pembatalan sepihak yang dilakukan konsumen, ini sangat 

merugikan pihak pelaku usaha yang seharusnya ketika 

ingin melakukannya maka diadakannya Khiyar, Khiyar 

disini baik pihak penjual maupun pembeli bisa 

membatalkan atau melanjutkan pesanan tersebut, dalam 

sistem pre-order ini yang terjadi pada kasus tersebut 

penyelesaiannya melalui perdamaian atau arbitrase/tahkim 

(penyelesaian sengketa diluar pengadilan). Yang dimana 

tahkim tersebut menjabarkan suatu bentuk tata cara 

peradamaian yang sesuai sebagai penyediaan dengan cara 

bagaimana menyelesaikan sengketa yang timbul sehingga 

mencapai kesepakatan bersama
21

. Sehingga antara kedua 

belah pihak tetap menjaga tali silaturahmi, karena pada 
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21
 Siska Lis Sulistiani, Peradilan Islam, (Jakarta: PT Sinar Grapika, 

2020), h. 83. 
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dasarnya Islam melarang kita sesama umat Muslim saling 

bertikai. 

Berdasarkan apa yang telah ditulis oleh penulis, 

penulis menyimpulkan bahwa keberhasilan suatu jual beli 

harus dengan memenuhi perjanjian dan mematuhi akad 

yang terjadi pada awal yang telah disepakati oleh 

bersama, sampai akad itu berakhir, maka ketika ingin 

melakukan pembatalan pihak pembeli bisa dengan 

melakukan khiyar dimana pada khiyar bisa membatalkan 

atau melanjutkan jual beli tersebut. Apabila terjadi 

pembatalan dengan cara sepihak maka bisa dengan 

diselesaikan dengan cara tahkim atau arbitrase jalan 

perdamaian, maka tidak akan ada pertikaian antara 

keduanya dan permasalahan tersebut tidak menimbulkan 

permusuhan di masyarakat. 

 


